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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa; 

1. Mahkamah Agung memanfaatkan kemajuan teknologi dengan 

menciptakan terobosan baru yakni,beracara di pengadilan 

dengan sistem elektronik atau biasa disebut E-court.  

Penggunaan aplikasi E-court telah gunakan seluruh 

pengadilan, termasuk pengadilan agama pandeglang sejak 

awal tahun 2019. Diciptakannya aplikasi e-court dengan 

tujuan yakni, menciptakan asas sederhana, biaya ringan, dan 

cepat. Inilah beberapa proses berperkara menggunakan e-

court;  

A. Pendaftaran Perkara elektronik (e-Filling). Tahapan 

pendaftaran perkara gugatan perceraian menggunakan e-

court, yakni dengan  e-filling,  

a. Masuk ke halaman website e-court login sebagai 

pengguna terdaftar atau isidentil. Karena di 
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Pengadilan Agama Pandeglang sebagian besar 

menggunakan pengguna terdaftar (advokat), maka 

langkah selanjutnya. 

b. Pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara, sesuai 

dengan domisili para pihak. 

c. Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi 

pendaftaran perkara, 

d. Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai, 

dengan format dokumen Pdf / Jpg dengan maksimal 

2MB. 

e. kemudian mengisi identitas parapihak yang akan 

berperkara. 

f. Pengguna terdaftar mengunggah berkas perkara para 

pihak yang berperkara. 

g. Dan setelah proses tersebut data para pihak sudah 

terdaftar dan bisa lanjut ke proses pembayaran biaya 

panjar perkara. 
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B. Setelah berhasil melakukan pendaftaran elektronik, maka 

langkah selanjutnya pembayaran panjar biaya elektronik 

(e- Payment), inilah tahapan-tahapan pembayaran biaya 

panjar secara elektronik; 

a. Pihak pengadilan akan melakukan peninjauan 

perkiraan biaya perkara. 

b. Setelah selesai melakukan peninjauan biaya perkara, 

maka para pihak akan pendapatkan surat kuasa untuk 

pembayaran secara elektronik (E-Skum). 

c. Langkah selanjutnyapara pihak akan  mendapatkan 

rekening virtual dari bank yang bekerja sama dengan 

pihak penyelenggara dan akan mendapatkan 

notifikasi rekening virtual melalui surau elektronik 

atau e-mail. 

d. Para pengguna membayar biaya panjar perkara sesuai 

dengan nominal yang ditentukan, dan proses 

pembayaranpun selesai. Jangka waktu pembayaran 

1x24 jam. Setelah itu proses pemanggilan secara 

elrktronik.  
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C. Pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons)  

a. Panggilan elektronik hanya dilakukan kepada para 

penggugat dan tergugat perkara yang telah melakukan 

proses pendaftaran secara elektronik dan menyutujui 

bahwa mereka akan melakukan penyelesaian perkara 

elektronik, dengan bukti yang tertulis. 

b. Surat panggilan dapat diterima dengan cepat pada 

domisili yang telah pengguna daftarkan. Panggilan 

yang dilakukan secara elektronik merupakan 

panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan itu 

terkirim ke domisili elektronik dalam tegang waktu 

yang telah ditenyukan sesuai Undang-Undang (Pasal 

16 Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Perkara Secara Elektronik) 

2. Urgensi pelaksanaan penyelesain perkara secara elektronik, 

yakni mampu  mempermudah para pihak, baik pihak 

pengadilan atau para pihak yang akan berperkara pada masa 

pandemi covid-19, jika menggunakan sistem ini para pihak 

tidak terganggu dengan adanya peraturan-peraturan 
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pemerintah mengenai penyekatan wilayah atau pembatasan 

kegiatan diluar rumah dan melakukan kegiatan yang 

menyangkut banyak pihak. e-court sendiri mempunyai asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung telah 

menciptakan e-Court pada tahun 2018 sebelum adanya 

pandemi, maka pada saat Indonesia terkena pandemi covid-19 

pihak pengadilan tetap bisa melayani masyarakat pencari 

keadilan dengan menawarkan sistem beracara secara 

elektronik menggunakan aplikasi e-Court. Para pihak yang 

menggunakan aplikasi ini juga secara tidak langsung telah 

membantu meminimalisir penyebaran virus covid-19. 

Persidangan elektronik (e-Litigasi), setelah penggunaan 

aplikasi e-court maka para pihak akan dimintai persetujuan 

apakah ingin dilakukan persidangan melaui elektronik juga atau 

tidak. Jika para pihak ingin melakukan persidangan elektronik, 

maka tahapannya sebagai berikut: 

a. Sidang pertama penggugat menyerahkan surat kuasa asli, 

surat gugatan dan persetujuan principal. 
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b. Hakim menawarkan kembali apakah ingin lanjut 

melakukan persidangan elektronik apabila proses 

mediasi tidak berhasil. 

c. Bila setuju hakim akan menetapkan jadwal persidangan 

(Court Calender). 

d. Kemudian para pihak melakukan proses replik dan 

duplik serta jawaban secara elektronik. 

e. Para pihak mengiri bukti-bukti secara tertulis secara 

elektronik sebelum diperiksa dalam persidangan. 

f. Pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik. 

g. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik, 

h. Dan hakimpun membacakan hasil putusan akhir secara 

elektronik. 

Tetapi untuk Pengadilan Agama Pandeglang sendiri 

kebanyakan dari perkara yang ada mereka hanya menggunakan 

sistem addministrasi elektronik (e-court) nya saja, karena ada 

beberapa kendala, yakni minimnya fasilitas dan kurangnya 

pemahaman para pihak dalam menggunakan sistem E-litigasi. 
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B. Saran  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan 

saran kepada para pihak yang terikat, sebagai berikut;  

1. Kepada pihak pengadilan hendaknya lebih meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami 

sistem beracara dengan mudah menggunakan aplikasi e-

court secara mandiri tanpa advokat dan tidak hanya 

terbatas sampai pada proses pemanggilan atau e-Summons 

saja. Untuk pojok e-court disarankan ada petugas khusus 

yang tetap berjaga, karena di Pengadilan Agama 

Pandeglang sendiri pojok e-court dan pegawai 

administrasi masih merangkap, tidak fokus pada tugasnya 

masing-masing, karena sebab itu pojok e-court belum 

maksimal pada fungsinya, yakni agar masyarakat dapat 

dengan mudah mendapatkan banyak informasi perihal e-

court. 

2. Kepada para pihak yang akan berperkara hendaknya 

banyak mencari informasi mengenai penyelesaian perkara 

elektronik atau e-court dan persidangan secara elektronik 
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atau e-litigasi melalui beberapa sumber dengan cara 

mengkakses jejaring sosial atau menanyakan langsung 

kepada para pihak di pengadilan, karena dapat 

mempermudah proses berperkara dan meminimalisir 

waktu. 

3. Kepada para pegawai di Pengadilan Agama Pandeglang 

harus lebih meningkatkan kinerjanya agar tidak ada lagi 

kejadian dimana para pengguna menyita waktunya hanya 

untuk menunggu nomor perkara, karena keteledoran para 

pegawai. 

4. Penulis berharap kedepannya makin banyak masyarakat 

yang mengikuti kemajuan teknologi agar dapat 

menggunakan sistem e-court dengan mudah dan pihak 

pemerintah meningkatkan fasilitas agar tidak terjadi 

kendala-kendala pada saat proses penyelesaian dan 

persidangan berlangsung.  

 


